Pendapatan Retribusi Daerah — Oknum Petugas Pelabuhan Larea Rea Sinjai
Sulsel Diduga Pungli, Bayar Tapi Tak Diberi Karcis, Ini Catatan Badan
Pemeriksa Keuangan

Sumber gambar:
https://makassar.tribunnews.com/2024/05/22/oknum-petugas-pelabuhan-larea-rea-sinjai-
sulsel-diduga-pungli-bayar-tapi-tak-diberi-karcis

Praktik pungutan liar (pungli) diduga terjadi di Pelabuhan Larea Rea,
Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Seorang pengunjung inisial FR (23) mengaku tak diberikan karcis saat masuk
pelabuhan. FR mengaku dimintai uang Rp3.000 oleh perugas yang berjaga di pintu

masuk Pelabuhan Larea-Rea.

Namun, setelah membayar, ia tak diberikan karcis oleh petugas loket. “Uang
tersebut diduga kuat tidak tercatat sebagai retribusi karena tidak ada karcis yang

diberikan,” katanya, Rabu (22/5/2024).

Dikonfirmasi Tribun-Timur.com atas kejadian itu, Kepala Syahbandar Sinjai
Harianto mengatakan untuk kendaraan roda dua memang dikenakan biaya Rp3.000.
Sementara kendaraan roda empat jenis kendaraan pick Rp4.000. Adapun kendaraan

jenis truk dikenakan biaya masuk Rp5.000.
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“Dari pas masuk ke pelabuhan ini kami berdasarkan dari PP.No.15 tahun 2016

tentang PNBP,” ujarnya.

Harianto menegaskan petugas yang berjaga wajib memberikan karcis kepada

pengujung.

Sumber Berita:

https://makassar.tribunnews.com/2024/05/22/oknum-petugas-pelabuhan-larea-rea-
sinjai-sulsel-diduga-pungli-bayar-tapi-tak-diberi-karcis 22 Mei 2024.
https://senyawaindonesia.com/2024/05/26/oknum-petugas-pelabuhan-larea-
rea-sinjai-sulsel-diduga-pungli-bayar-tapi-tak-diberi-karcis/ 26 Mei 2024.

Catatan Berita:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan “Pendapatan asli Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah,;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30

yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang

berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77

Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 19

yang menyatakan:

Bendahara Penerimaan

a. Kepala  daerah  menetapkan  Bendahara  Penerimaan  untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke  rekening kas umum  daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki
tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
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1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung

melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah

yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah

yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan

pendapatan daerah.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala
daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit
SKPD yang bersangkutan.

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala
SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit
meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk
transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah
yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

1. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

j. Bendahara  Penerimaan  Pembantu bertanggung  jawab  secara

administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.
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k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

1. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara
Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

n. Pegawai yang  bertugas membantu  Bendahara  Penerimaan
melaksanakantugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
yang ditetapkan kepala SKPD.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26
yang menyatakan: Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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